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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian


Fenomena di penghujung akhir abad kedua puluh ditandai oleh tiga perkembangan histories yang telah mengubah politik dunia, yaitu menyebarnya demokrasi, ambruknya Uni Soviet dan berkahirnya perang dingin. Fenomena yang saling berkaitan erat ini mengubah kerangka hubungan internasional serta situasi politik domestic di banyak negara.


Runtuhnya komunisme yang ditandai oleh terpecahnya USSR menjadi 13 negara, menyebabkan kubu kapitalisme yang dipimpin oleh AS menjadi pemenang dalam pertarungan perang dingin. Bahkan Francis Fukuyama menyatakan bahwa dalam komunisme maupun otoritarian telah menjadi sebuah kebangkrutan ide-ide serius yang mampu menopang kelangsungan hidup kohesi politis internal dan pemerintahan-pemerintahan yang kuat, baik yang didasarkan partai-partai monopolitik, junta-junta militer, atau kediktatoran personal. Ketidakhadiran otoritas yang dilegitimasi memiliki arti bahwa ketika suatu pemerintahan otoritarian bertemu dengan kegagalan dalam beberapa wilayah kebijakan tidak ada prinsip yang lebih tinggi yang dapat diserukan rezim itu. Kelemahan negara-negara otoritarian terletak pada kegagalan mereka untuk mengontrol masyarakat sipil.

Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat (AS) mengeluarkan kebijakan pembendungan atau containment policy sebagai strategi politik luar negerinya untuk menangkal ekspansi komunisme Uni Soviet. Kebijakan pembendungan atau conteinment policy tersebut berhasil meruntuhkan Uni Soviet dan menjadikan AS sebagai pemenang Perang Dingin.


Pasca Perang Dingin, AS merumuskan suatu doktrin kebijakan luar negeri dalam bentuk strategi keamanan nasional yang dikenal sebagai kebijakan engagement dan enlargement, kebijakan tersebut dicanangkan pada bulan Februari 1996 dan mencakup 3 tujuan utama, yakni:

1. Meningkatkan keamanan AS dengan mempertahankan kekuatan militer yang kuat dan menerapkan diplomasi yang tepat guna untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara lain.

2. Mengupayakan peningkatan kemakmuran domestik melalui pembukaan pasar asing dan perkembangan ekonomi global.

3. Meningkatkan demokrasi di luar negeri.     
Pasca tragedi 11 September 2001, Strategi Keamanan AS mengembangkan doktrin ofensif, dengan melalui metode Preemptive Attack dan Defensive Intervention. Meski strategi-strategi yang telah ada seperti containment, deterrence, enlargement, dan engagement tidak akan dihapus, kebijakan luar negeri AS dalam bentuk strategi preemptive attack dan defensive intervention pertama-tama digunakan untuk menghadapi kaum teroris atau negara-negara musuh yang memiliki senjata kimia, biologis dan nuklir. Perubahan radikal dalam doktrin keamanan AS tidaklah terlepas dari persoalan traumatic atas serangan teroris 11 September 2001. Tragedi ini merubah persepsi tentang sumber bahaya dan metoda mengatasinya.

Kebijakan politik luar negeri AS dalam bentuk preemptive attack dan defensive intervention pertama kali diperagakan melalui kekuatan militernya terhadap negara-negara Timur Tengah yang menjadi pembangkang AS. Setelah Afganistan dan Irak dapat dikendalikan oleh kekuatan militer AS, kini giliran Iran yang menjadi sasaran, dengan alasan yang tidak asing lagi yaitu untuk menghentikan program pembangunan reaktor nuklir Iran. Alasan itu tidak jauh berbeda ketika AS menginvasi Irak yaitu dengan alasan bahwa Irak telah menyimpan senjata pemusnah massal. AS menganggap bahwa program pembangunan reaktor nuklir Iran yang bekerjasama dengan Rusia telah melanggar Non Proliferation Treaty (NPT), karena AS menganggap Iran telah mengembangkan senjata nuklir melalui program nuklir sipil. 


Program nuklir Iran pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1960-an sebelum terjadinya Revolusi Iran, ketika itu Iran masih dipimpin oleh rezim Shah Iran Reza Pahlevi. Pada waktu itu Iran membangun reaktor nuklir dengan bantuan dari Amerika Serikat (AS), Jerman Barat, dan Perancis. Ketika terjadi Revolusi Iran yang memaksa jatuhnya rezim Shah Iran Reza Pahlevi, AS menghentikan pasokan uranium untuk pembangunan reaktor nuklir Iran. Pasca Revolusi Iran tersebut membawa dampak terhadap hubungan Iran-AS, dimana kedua negara tersebut memutus hubungan diplomatiknya yang mengakibatkan rekening Iran yang berada di bank-bank AS dibekukan.


Pemutusan hubungan diplomatik antara AS dengan Iran dan pembekuan rekening Iran yang berada di bank-bank AS membuat hubungan kedua negara tersebut tidak kondusif dan menjadi tegang. Setiap kali hubungan Iran-Amerika Serikat (AS) tegang, setiap kali pula Washington menyatakan, Iran memiliki senjata nuklir dan hal itu membahayakan stabilitas dan keamanan di Timur Tengah. Kasus serpihan radiasi dari salah satu reaktor nuklir di Iran utara pertengahan Juli 1996 yang menyebabkan diungsikannya sekitar 50 teknisi Jerman, telah benar-benar mengangkat kembali persoalan senjata nuklir Iran ke permukaan.


Pemerintah AS bulan Januari 1996 juga cukup terentak dengan berita tercapainya kesepakatan Iran-Rusia untuk pembangunan sebuah reaktor nuklir. Pejabat AS pun meminta Moskwa segera membatalkan transaksi tersebut dengan dalih Pemerintah Teheran akan memanfaatkan pengalaman dan teknologi Rusia itu untuk mengembangkan reaktor nuklir tersebut ke arah produksi senjata nuklir. Kecemasan Washington itu semakin terjadi setelah terbongkar bahwa salah satu butir dari transaksi Iran-Rusia itu menegaskan, kedua belah pihak menyetujui terus mengeksploitasi ladang-ladang uranium dan melatih ahli-ahli Iran di Akademi Atom Rusia.


Hubungan Rusia-Iran di bidang nuklir itu sesungguhnya sudah terjalin sejak awal 1970-an, tatkala Jerman Barat (mitra nuklir Iran sebelumnya) membekukan pembangunan reaktor nuklir di Bu Shahar (750 Kilometer arah selatan Teheran) yang dimulai sejak tahun 1974. Keputusan Pemerintah Jerman Barat tersebut, akhirnya memaksa Iran berunding dengan Moskwa sehingga tercapai transaksi terakhir itu dengan nilai 800 juta dollar AS. Menurut transaksi itu, Rusia akan membangun kembali reaktor nuklir Bu Shahar yang ditinggalkan Jerman Barat.
 Kementrian Energi Rusia tahun 2002 secara mengejutkan mengumumkan perencanaan selama 10 tahun, hingga tahun 2012, yang salah satu isinya menegaskan kesediaan Rusia membangun reaktor nuklir baru Iran.


AS menilai bahwa pembangunan reaktor nuklir Iran telah melanggar Non Proliferation Treaty (NPT), karena AS menganggap program pembangunan reaktor nuklir Iran bukan hanya untuk tujuan damai melainkan juga untuk kepentingan militernya dalam membuat senjata nuklir.


Dalam pidato kenegaraan pada januari 2002, Presiden Amerika Serikat George W. Bush menegaskan, Amerika Serikat (AS) menganggap program nuklir Iran suatu bahaya yang tidak dapat diterima. Juru bicara Kementrian Luar Negeri AS Richard Boucher pada 8 Mei 2003 mengatakan, AS sangat cemas atas usaha intensif Iran untuk memperoleh senjata nuklir. Ia menyatakan, mendukung Lembaga Tenaga Atom Internasional (IAEA) melakukan pemeriksaan total atas aktivitas program nuklir Iran.

Sejak akhir Mei 2003, isu nuklir Iran kembali menjadi sorotan. Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld pertengahan Juni 2003 bahkan menuduh Iran bisa memiliki senjata nuklir dalam waktu dekat.
 Kecurigaannya atas program nuklir Iran, AS menekan masyarakat internasional untuk mengimbau Iran agar bersedia di inspeksi secara total oleh International Atomic Energy Agency (IAEA).

AS telah berulang kali dalam berbagai kesempatan menuduh Iran telah menggunakan program nuklir sipil sebagai “topeng” bagi pengembangan program senjata nuklirnya. Sebagaimana diungkapkan Menlu Colin Powell 1 September 2004 lalu selepas menghadiri pelantikan Presiden Panama, AS tengah mempelajari dan menjajaki beragam kemungkinan untuk mendapatkan sanksi DK PBB atas program nuklir Iran, baik sanksi yang bersifat politik, ekonomi, dan diplomatik maupun bentuk sanksi lainnya. Powell sendiri kini telah menugaskan para diplomat AS untuk melobi anggota IAEA untuk tujuan dimaksud yaitu membawa program nuklir Iran ke sidang DK PBB.

AS bersikeras untuk membawa persoalan tersebut ke sidang DK PBB. Kalangan diplomat mengatakan, sebaliknya negara-negara Eropa yang dipimpin Inggris, Jerman dan Perancis menentang keras keinginan AS tersebut. Ketiga negara Eropa itu berulang kali menekankan pentingnya berdialog dengan Iran. AS jelas tidak menginginkan hal tersebut karena AS bahkan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Iran. AS memasukkan Iran bersama Korea Utara (Korut) dan sebelumnya Irak sebagai negara "poros kejahatan (axis of evil)".

Sementara itu, IAEA sendiri menyebutkan bahwa Iran tidak sedang mengembangkan senjata nuklir, meskipun diakui bahwa Iran masih memiliki cadangan uranium sebesar 37 ton yang bisa diolah untuk bermacam keperluan. Ketua IAEA Mohamed ElBaradei, dalam laporannya minggu lalu, mengatakan, Iran memang telah melanggar aturan internasional selama 18 tahun. Itu dengan alasan, Iran menyembunyikan aktivitas program nuklir, yang mencakup pembuatan plutonium dan pengayaan uranium. Itu adalah dua bahan yang bisa digunakan membuat senjata nuklir. Namun, ElBaradei menegaskan, IAEA tidak menemukan bukti aktivitas Iran yang mengubah kedua bahan itu menjadi bom atom.

Sementara itu pemerintah Iran bersikap dingin dan tidak gentar menghadapi ancaman AS yang mendesak Badan Atom Internasional (IAEA) agar isu nuklir Iran dibawa ke sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). Kementrian Luar Negeri Iran mengatakan hari Minggu (7 Agustus 2005) Bahwa Teheran tidak merasa takut jika kasusnya dibawa ke Dewan Keamanan PBB.

Menanggapi sikap ofensif AS yang terus menekan anggota IAEA dan menyudutkan Iran, ketua tim negosiasi Iran, Hassan Rowhani, Senin (6/9), menyatakan bahwa ancaman AS tak akan menyelesaikan masalah nuklir Iran. Hassan Rowhani yang juga ketua Dewan Keamanan Nasional Iran menambahkan bahwa Iran siap untuk menjernihkan masalah yang disebut Amerika sebagai ambisi dalam bidang nuklir. Teheran juga berjanji akan bekerja sama dengan IAEA yang berada di bawah naungan PBB secara penuh. Rowhani menegaskan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran adalah melalui dialog yang saling terbuka, saling menghormati dan bukan melalui cara menekan atau bahkan mengancam. Program nuklir Iran hanyalah mengkhususkan bagi program pengembangan reaktor nuklir untuk membangkitkan tenaga listrik tidak pernah berkeinginan mengembangan projek senjata nuklir namun kami serius menangani teknologi yang bertujuan untuk hal-hal yang bersifat damai (“PR”, edisi Rabu, 8 September 2004).
 

AS selama ini menggunakan tiga cara dalam menghadapi Iran, yakni sanksi, penangkal ganda, dan tekanan diplomasi. Namun semua cara itu hingga saat ini masih mengalami kegagalan.Tekanan AS atas Iran itu setidaknya memiliki empat tujuan:

1. Ingin mempertahankan Israel sebagai satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir.

2. Menekan Iran soal teroris.

3. Menakut-nakuti negara- negara Arab Teluk agar membeli senjata AS.

4. Menekan Iran untuk justifikasi terus bercokolnya pasukan AS di kawasan Teluk yang kaya minyak itu.

Iran berpandangan bahwa ia tidak melanggar sesuatu pun dalam isu kepemilikan program nuklir dan memiliki argumentasi hukum yang bisa dijadikan sandaran. Iran juga menyatakan siap bersikap akomodatif menyangkut program nuklir rahasianya baik dengan cara mengungkap program itu atau bersedia diinspeksi IAEA. Iran memberi tawaran minimal berupa berlanjutnya program nuklir sipil di Busheher tanpa hambatan dengan imbalan membatalkan program pengayaan uranium. Sedangkan tawaran maksimal adalah melanjutkan program pengayaan uranium, dan Iran kelak menjadi negara produser bahan-bahan nuklir dengan segala jaminan internasional dan khususnya AS melalui perjanjian protokol tambahan. Lebih dari itu Iran mengajukan beberapa argumentasi:

1. Program nuklirnya adalah untuk tujuan ekonomi dan pembangunan tenaga listrik berkekuatan nuklir.

2. Iran telah menandatangani Pakta Non-Proliferasi Nuklir (NPT), yakni perjanjian pencegahan penyebaran nuklir.

3. Instalasi nuklir Iran telah berada di bawah kontrol IAEA.

4. Iran telah menyetujui secara prinsip untuk menandatangani perjanjian protokol tambahan, yakni menerima inspeksi langsung tanpa harus ada pemberitahuan sebelumnya. Perihal perjanjian tambahan itu kini sedang dibahas dalam forum parlemen Iran.

5. Iran mengklaim memegang teguh fatwa agama bahwa memiliki senjata nuklir adalah haram.

6. Iran telah berjanji kepada Jerman, Perancis, dan Inggris bahwa berusaha mencapai kesepahaman dengan IAEA, khususnya menyangkut masalah pengayaan uranium.

Selain mengajukan argumentasi mengenai program nuklirnya, Iran kemudian mengajukan sejumlah tuntutan:

1. Pengakuan internasional terhadap legitimasi revolusi Iran, mencabut kategori Iran sebagai negara poros kejahatan dan negara pendukung teroris.

2. Kedua, negara lain tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri Iran.

3. Pasukan AS agar hengkang dari kawasan Teluk.

4. Sanksi ekonomi AS terhadap Iran yang diluncurkan pada 1996 lalu agar dicabut.

5. Rekening Iran yang dibekukan di bank-bank AS agar dicairkan kembali.

Di tengah kebuntuan krisis itu, Iran kini mengancam meniru cara Korea Utara dalam mengendalikan problem nuklirnya dengan sedikit modifikasi sesuai dengan kondisi khususnya. Iran sama sekali menolak cara sepihak yang dilakukan oleh Libya dalam menghilangkan program pembuatan senjata pemusnah massal. 

Seperti diberitakan kantor berita Iran, IRNA, seorang pejabat Iran mengungkapkan bahwa anggota parlemen dari kubu garis keras kemungkinan akan berusaha mendesak Presiden Mohammad Khatami untuk mengikuti langkah Korea Utara dengan keluar dari Pakta Non-Proliferasi Nuklir. Anggota parlemen konservatif terkemuka Iran, Hassan Kamran, telah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang kepatuhan terhadap parlemen. RUU ini akan dapat memaksa pemerintah untuk menetapkan batas waktu bulan November bagi IAEA untuk mengeluarkan masalah nuklir Iran dari agenda kerja. Sementara itu sikap IAEA terus berusaha mencari solusi kompromi untuk menjembatani sikap Iran dan AS tersebut.

Ketegangan AS dengan Iran pada dasarnya bukan dilatarbelakangi oleh issu nuklir Iran, melainkan kepentingan dari kedua negara tersebut yang saling berbenturan. AS sebagai aktor politik global memiliki standar ganda dalam implementasi kebijakan luar negerinya. Issu nuklir Iran hanyalah sebagai alasan bagi AS untuk menghancurkan Iran agar dapat memaksakan kepentingannya di kawasan Timur Tengah baik kepentingan politik maupun ekonomi. Karena, semenjak jatuhnya rezim Shah Iran Reza Pahlevi yang merupakan rezim boneka AS, Iran menjadi negara yang menentang atas kepentingan AS di kawasan Timur Tengah. Penentangan Iran terhadap kepentingan AS tersebut diakibatkan oleh pembekuan asset-aset dan rekening Iran yang berada di AS pasca jatuhnya rezim Shah Iran Reza Pahlevi.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih lanjut mengenai intervensi Amerika Serikat (AS) terhadap pembangunan reaktor nuklir Iran. Amerika Serikat (AS) yang menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir melalui program nuklirnya dibantah oleh Iran, Iran menegaskan bahwa program nuklir Iran bertujuan damai yakni untuk sumber energi listrik. Selanjutnya penulis akan mengangkat permasalahan ini dengan judul: “Persepsi dan Tindakan AS Terhadap Program Nuklir Iran”

B. Identifikasi Masalah


Identifikasi masalah dibuat untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian dengan aspek-aspek masalah yang muncul dari tema yang terpilih mengenai masalah yang berupa pertanyaan yang akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka akan diuraikan hal-hal yang merupakan kondisi atau situasi yang menyebabkan timbulnya masalah.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis akan mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi kebijakan politik luar negeri AS terhadap program nuklir Iran? 

2. Sejauhmana persepsi ancaman program nuklir Iran terhadap kebijakan politik luar negeri AS?  

3. Bagaimana orientasi program nuklir Iran?

1. Pembatasan Masalah


Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang dikemukakan, maka penulis merasa perlu memberikan batasan ruang lingkup permasalahan untuk menjelaskan pengkajian permasalahan agar proses penelitian dapat berjalan dengan lebih efektif, efisian, terarah, tidak membias dan pada akhirnya akan lebih membawa pembahasan masalah dalam penelitian untuk lebih terfokus. 

Karena luasnya permasalahan yang harus diteliti, maka penulis membatasi permasalahan dengan menitikberatkan pada persepsi ancaman program nuklir Iran terhadap kepentingan AS di Timur Tengah. 

2. Perumusan Masalah 

Guna memudahkan dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu dibuat sebuah perumusan masalah yang bertolak dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah ke dalam bentuk  research problem yaitu: “Bagaimana persepsi dan tindakan AS terhadap pengembangan pengayaan uranium program nuklir Iran”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian dalam bidang studi Hubungan Internasional, khususnya dalam membahas skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahiu bagaimana implementasi kebijakan politik luar negeri AS terhadap program nuklir Iran.

b. Untuk mengetahui sejauhmana persepsi ancaman program nuklir Iran terhadap kebijakan politik luar negeri AS. 

c. Untuk mengetahui bagaimana orientasi program nuklir Iran.

d. Untuk mengetahui kepentingan AS kaitannya dengan program nuklir Iran 

e. Untuk mengetahui bagaimana respon Iran dalam menanggapi sikap ofensif AS yang menentang program nuklir Iran.

f. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program strata satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional.

2. Kegunaan Penelitian


Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

a. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana program strata satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

b. Guna memperkaya dan mengembangkan khasanah pengetahuan ilmiah, terutama untuk jurusan Hubungan Internasional.

c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai masalah yang sedang diteliti.

d. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi terhadap kepustakaan di perpustakaan FISIP Universitas Pasundan dan kepada mahasiswa/i yang membutuhkan.

e. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan komparatif bagi penelitian sejenis, dan aspek-aspek yang belum terungkap di dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis


Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka untuk itu sangat diperlukan perangkat pendukung yang akan dijadikan landasan bagi permasalahan yang akan dikaji peneliti di dalam kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini didalamnya penulis akan mengutip teori-teori dan pendapat para ahli yang telah teruji kebenarannya sebagai perangkat pendukung dan ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dengan mengutip teori-teori dan pendapat para ahli tersebut, supaya tidak terjadi sebuah kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memformulasikan hipotesis.


Dalam mengawali pembahasan akan diuraikan terlebih dahulu beberapa teori dan konsep yang bersifat umum yang disebut dengan premis mayor. Dan kemudian pembahasan akan dilanjutkan dengan uraian dari beberapa teori dan konsep yang bersifat khusus yang disebut dengan premis minor.


Dalam memahami dinamika interaksi antar bangsa dalam konteks negara maupun non-negara, tidak akan terlepas dari konsep Hubungan Internasional. Hubungan Internasional mempunyai ruang lingkup yang meliputi berbagai interaksi antara suatu masyarakat negara dengan negara lain. Dimana pelakunya bisa pemerintah dan non pemerintah, baik formal maupun informal, artinya baik yang dianggap mewakili negara atau tidak memberikan kontribusinya masing-masing dalam proses hubungan internasional. Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara maupun oleh pelaku bukan negara. K.J Holsti memberikan pengertian mengenai Hubungan Internasional sebagai berikut:

Segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dlakukan pemerintah atau warga negara. Pengakajian Ilmu Hubungan Internasional, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi bagian tehadap lembaga perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, transportasi pariwisata, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.

Berdasarkan kutipan diatas politik luar negeri dan politik internasional merupakan unsur yang tidak akan terlepas dalam terjadinya hubungan internasional antar negara. Setiap negara mempunyai kepentingan yang beragam dalam segala bidang untuk melakukan interaksi dengan negara lain. Dalam interaksi antar negara akan menimbulkan terjadinya timbal balik hubungan, walaupun terdapat banyak perbedaan kepentingan, hal ini berkaitan erat dengan politik internasional. Suwardi Wiriatmadja mengemukakan pandangannya tentang politik internasional bahwa “politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu berfokus dan bertitik pada diplomat dan hubungan antar negara dan satuan-satuan politik lainnya”.
 

Dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain, setiap negara melakukan tindakan yang telah diformulasikan dalam politik luar negerinya. Jack C. Plano & Roy Olton mengemukakan politik luar negeri sebagai berikut:

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh sebuah negara sebagai sebuah inisiatif atau sebagai reaksi terhadap inisiatif yang dilakukan oleh negara lain. Politik luar negeri mencakup proses dinamis dari penerapan pemaknaan kepentingan nasional yang relatif tetap terhadap faktor situasional yang sangat fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud untuk mengembangkan suatu cara tindakan yang diikuti oleh upaya untuk mencapai pelaksanaan diplomasi sesuai dengan panduan kebijakan yang telah ditetapkan.


Politik luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional. Pada dasarnya politik luar negeri merupakan tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternal. Tindakan negara dalam politik luar negeri senantiasa bertujuan untuk mencapai sasaran yang bersumber dari penerapan kepentingan nasional. Dalam hal ini Jack C. Plano & Roy Olton mengemukakan mengenai kepentingan nasional sebagai berikut:

Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan muliter, dan kesejahteraan ekonomi. …. Manakala sebuah negara mendasarkan politik luar negeri sepenuhnya pada kepentingan nasional secara kukuh dengan sedikit atau tidak hirau sama sekali terhadap prinsip-prinsip moral universal, maka negara tersebut dapat diungkapkan sebagai kebijakan realistis, berlawanan dengan kebijakan idealis yang memperhatikan prinsip moral internasional.


Kemudian lebih lanjut Dahlan Nasution secara terfokus memberikan arti dari kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan di sini adalah arah tindakan yang direncanakan untuk mencapai suatu sasaran. Dalam hal ini terdapat tiga masalah. Pertama, masalah semantic. Kebijakan luar negeri suatu negara menunjukan dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan internasional. Masalah kedua, suatu kebijakan selalu menyangkut keputusan dan tindakan, dengan pengertian bahwa keputusan adalah unsur yang lebih penting. Tindakan untuk mencapai sasaran dapat dihasilkan dari kebijakan. Masalah ketiga, dalam kebijakan berhubungan dengan tingkat kebutuhan penyediaan sumber-sumber dan perhitungan risiko. Keduanya merupakan faktor biaya dan risiko dalam pembiayaan suatu keputusan.


Pasca Tragedi 11 September 2001, AS mengadopsi doktrin ofensif dalam kebijakan luar negerinya melalui strategi preemptive attack. Kebijakan ofensif AS tersebut merupakan strategi kebijakan luar negeri AS sebagai tindaklanjut atas persoalan traumatic serangan teroris 11 September 2001. kebijakan ofensif AS tersebut langsung diperagakan terhadap rezim Thaliban di Afganistan yang dituduh AS berada di belakang aksi teroris 11 September 2001. Kemudian Irak menjadi sasaran kekuatan militer AS dengan alasan bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah masal.

Setelah Afganistan dan Irak berada di bawaah kekuatan militer AS, kini Republik Islam Iran menjadi sasaran AS berikutnya. AS menuduh Irak (yang sudah berada di bawah kontrol AS), Iran, dan Korea Utara sebagai poros kejahatan dunia. Sikap AS yang memojokan Iran tidak hanya menuduh Iran sebagai poros kejahatan dunia, AS juga menuduh Iran sedang mengembangkan senjata nuklir melalui program nuklir sipilnya yang bekerjasama dengan Rusia. Adapun pengertian senjata nuklir (nuclear weapon) menurut Dian Wirengjurit yaitu:

Alat yang mampu melepaskan energi nuklir dengan cara yang tidak terkendali dan memiliki sifat yang tepat dan digunakan untuk tujuan perang. Berupa bom, misil, bagian yang berisi bahan peledak, atau senjata yang dapat menghantarkan ledakan yang besar sebagai hasil dari pelepasan energi atom dengan pemecahan, penyatuan, atau keduanya.


AS mengambil langkah ofensif atas kecurigaannya terhadap program nuklir sipil Iran yang dapat dikembangkan menjadi senjata nuklir. Langkah ofensif AS tersebut dimanifestasikan melalui kebijakan politik luar negerinya yang menuntut Iran supaya menanggalkan segala semua aktivitas nuklirnya, dengan mengancam apabila Iran terus menjalankan program nuklinya maka AS akan membawa issu nuklir Iran ke Dewan Keamanan (DK) PBB.


 Berbeda dengan sikap keras AS yang menginginkan membawa issu nuklir Iran ke dalam sidang DK PBB, Uni Eropa (UE) yang diwakili oleh Inggris, Jerman, dan Perancis mengambil sikap persuasip untuk membujuk Iran supaya menanggalkan semua kegiatan nuklirnya. Inggris, Jerman, dan Perancis lebih memilih jalur diplomasi melalui perundingan dengan pihak Iran dalam menyelesaikan masalah nuklir Iran. Langkah AS untuk tidak mengambil jalur diplomasi dalam Issu nuklir Iran dapat dimengerti, karena pasca Revolusi Iran AS tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Iran. Adapun pengertian diplomasi menurut Jack C. Plano & Roy Olton yaitu:

Praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijaksanaan luar negeri, serta pelaksanaannya. Dalam pengertian ini diplomasi sama dengan politik luar negeri. Dalam artian yang lebih sempit, lebih tradisional, diplomasi mencakup sarana dan mekanisme sementara politik luar negeri, menetapkan tujuan atau sasaran.


Pemerintah Iran membantah tegas spekulasi-spekulasi yang dituduhkan AS terhadap Iran mengenai pembuatan senjata nuklir. Walaupun begitu, pemerintah Iran mengakui bahwa terdapat komplek instalasi nuklir untuk pengayaan uranium yang dapat menghasilkan plutonium yang akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan tenaga listrik, bukan untuk membuat senjata-senjata nuklir. Pemerintah iran menegaskan bahwa Iran ingin memiliki energi nuklir sendiri dalam membanngun pusat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).


Pemerintah Iran tdak merasa takut atas sikap ofensif AS yang mengancam akan membawa Issu nuklir Iran pada sidang Dewan Keamanan (DK) PBB jika Iran tetap menjalankan program nuklirnya. Pemerintah Iran menegaskan bahwa Iran tidak melanggar Non Proliferation treaty (NPT), melainkan Iran menggunakan haknya sebagai anggota NPT untuk memiliki energi nuklir untuk tujuan damai. Pemerintah Iran juga menegaskan akan bekerjasama dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) yang merupakan organisasi khusus PBB yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi pengembangan energi atom dunia untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat internasional. Dian Wirengjurit memberikan fungsi dari IAEA sebagai berikut:

IAEA merupakan badan otonom, tetapi berada di dalam system PBB sebagai suatu specialized agency, merupakan forum utama antar-pemerintah bagi kerjasama teknik dan ilmu pengetahuan di bidang nuklir, salah satu fungsi utamanya adalah menerapkan full-scope safe guards untuk menjamin bahwa material dan peralatan nuklir benar-benar dimaksudkan untuk tujuan damai dan tidak dialihkan untuk keperluan militer.

Sementara itu, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) melaporkan bahwa tidak ada indikasi dari aktivitas nuklir Iran yang menjurus pada pengembangan senjata nuklir. Walaupun demikian, IAEA mengakui Iran memiliki plutonium yang bisa dikembangkan untuk memproduksi senjata nuklir. Namun, IAEA tidak menemukan bukti kebenaran tuduhan Amerika Serikat bahwa Iran menggunakan nuklir untuk mengembangkan senjata nuklir. Seperti diketahui, plutonium bisa digunakan untuk tujuan damai, seperti untuk tenaga pembangkit listrik, namun bisa juga untuk memproduksi bom atom.

Walaupun IAEA melaporkan bahwa tidak ada indikasi dari aktivitas nuklir Iran yang menjurus pada pengembangan senjata nuklir, AS masih skeptis atas program nuklir Iran yang bertujuan damai. AS pun terus menekan IAEA supaya membawa Issu nuklir Iran ke sidang DK PBB. Sikap keras AS untuk membawa issu nuklir Iran ke sidang DK PBB di tanggapi oleh Iran bahwa Iran tidak takut dengan ancaman AS tersebut. Ketegangan antara AS dengan Iran adalah masalah yang merupakan konflik internasional. Dahlan Nasution mengungkapkan definisi konflik Internasional sebagai berikut:

Konflik internasional merupakan masalah yang tidak dapat dihindarkan dalam politik internasional, sumber dari konflik terletak pada  hubungan antar negara yang dilandasi oleh konsep kepentingan nasional dari masing-masing negara, kepentingan nasional merupakan unsur yang menjadi kebutuhan penting bagi negara, unsure ini mencakup berlangsungnya hidup bangsa, kemerdekaan, kebutuhan-kebutuhan keamanan wilayah, militer dan kesejahteraan ekonomi.

Konflik yang terjadi antara AS dengan Iran pada dasarnya bukan bersumber dari issu nuklir Iran. Issu nuklir Iran hanyalah sebagai media bagi AS untuk memperluas hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Sumber konflik antara AS dengan Iran pada dasarnya terletak pada kepentingan kedua negara tersebut yang saling berbenturan. Hal itu dapat dimengerti, karena dengan sikap keras AS untuk membawa issu nuklir Iran ke sidang DK PBB supaya Iran mendapatkan sanksi maupun invasi, unutk selanjutnya AS dapat memperluas hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Dalam kaitan ini Jack C. Plano & Roy Olton mengemukakan bahwa “hegemoni merupakan perluasan pengaruh atau kekuasaan suatu negara ke negara atau kawasan lainnya. Kebijakan hegemoni diakibatkan hubungan negara satelit, atau client-state dan pembentukan ruang pengaruh”.

Keinginan AS untuk membawa issu nuklir Iran ke sidang DK PBB mendapat dukungan dari Inggris, Jerman, dan Perancis yang telah gagal melakukan perundingan dengan Iran untuk membujuk Iran agar menghentikan program nuklir Iran untuk selamanya. Namun Iran mendapat dukungan penuh dari Rusia yang juga telah membantu pembangunan reaktor nuklir Iran. Dalam hal ini, posisi Rusia yang mendukung Iran untuk tetap menjalankan aktivitas nuklirnya adalah sebagai balance of power. Jack C. Plano & Roy Olton mengemukakan pengertian dari balance of power sebagai berikut:

Merupakan sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana negara-negara mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional yang dalam konteks perubahan aliansi dan blok. Sistem perimbangan kekuatan timbul disebabkan oleh berbagai hal yang terpaut dengan pertentangan kepentingan nasional setiap bangsa. …. Konsep balance of power dalam hubungan internasional dapat diungkapkan dalam bentuk terminology kesetaraan power, artinya masing-masing negara yang memiliki kekuatan setara berada dalam situasi equilibrium, atau salah satu negara dalam konteks ini memiliki power (sementara) yang lebih besar dibanding negara lainnya.

Menanggapi sikap keras AS yang menginginkan issu nuklir Iran dibawa ke sidang DK PB, pemerintah Iran balik mengancam akan keluar  dari keanggotaannya dalam Non Proliferation Treaty (NPT). Sikap keras kedua negara tersebut semakin jauh untuk diadakannya upaya konsiliasi. Adapun pengertian konsiliasi menurut Jack C. Plano & Roy Olton yaitu “prosedur penyelesaian pertikaian secara damai dan memperkenankan perwakilan kelompok negara yang bertikai menyusun pakta suatu pertikaian dan mempergunakannya sebagai basis untuk mencari jalan keluar”.

Demikianlah uraian kerangka pemikiran yang dijadikan landasan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, maka berdasarkan teori-teori diatas, penulis akan menggunakan teori-teori tersebut untuk menyelesaikan proses penelitian yang diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat memberikan jawaban yang argumentatif dan dapat dipertahankan penulis dengan memberikan objektivitas dalam penelitian. Selain itu juga penulis akan memberikan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Adanya tuduhan dari pemerintah AS bahwa program nuklir sipil Iran hanyalah sebagai topeng untuk mengembangkan senjata nuklir. Atas tuduhannya tersebut AS mendesak IAEA supaya membawa issu nuklir Iran ke sidang DK PBB. Namun pemerintah Iran membantah tuduhan AS tersebut dan menjelaskan bahwa program nuklir Iran adalah untuk tujuan damai bukan untuk membuat senjata nuklir.

2. Tuduhan AS kepada Iran tersebut didasari oleh kekhawatiran AS jika Iran mampu menguasai teknologi nuklir maka Iran akan menjadi satu-satunya negara yang paling kuat dikawasan Timur Tenmgah, dan itu akan menjadi ancaman bagi kepentingan AS di Timur Tengah. Sealin karena hal tersebut, penolakan AS terhadap program nuklir Iran disebabkan oleh sikap Iran yang sangat anti AS.

3. ketegangan antara AS dengan Iran pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kepentingan kedua negara tersebut yang saling berbenturan. Issu nuklir Iran merupakan media bagi kedua negara tersebut untuk mencapai kepentingannya.

2. Hipotesis

Untuk memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yang berlandaskan pada kerangka pemikiran, data, dan fakta yang tclah diperoleh, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Kepentingan untuk mempertahankan sekaligus menjawab ancaman terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan, merupakan tindakan AS dalam mengantisipasi persepsi ancaman pengayaan uranium program nuklir Iran” 

3. Operasional Variabel dan Indikator


Untuk membantu didalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi operasional tentang konsep hipotesis, yaitu:

	Variable dalam Hipotesis

(Teoritik)
	Indikator

(Empirik)
	Verivikasi

(Analisis)

	Variabel Bebas:

Kepentingan untuk mempertahankan sekaligus menjawab ancaman terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan
	1. Adanya kepentingan AS untuk mempertahankan stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan dari persepsi ancaman

.


	1. Data (fakta dan angka) mengenai kepentingan AS untuk mempertahankan stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan dari persepsi ancaman

.

	Variabel Terikat:

tindakan AS dalam mengantisipasi persepsi ancaman pengayaan uranium program nuklir Iran
	2. Adanya tindakan AS terhadap Iran untuk menghentikan pengayaan uranium program nuklir Iran


	2. Data (fakta dan angka) mengenai tindakan AS terhadap Iran agar menghentikan pengayaan uranium program nuklir Iran




4. Skema Kerangka Teoritis

SEKEMA KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN REAKTOR NUKLIR IRAN
















                                                                                                                                                           


E.  Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis


Kebijakan politik luar negeri AS merupakan unit eksplanasi yang mempunyai porsi pembahasan yang sama dengan unit analisa yakni pembangunan reaktor nuklir Iran. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu analisa korelasionis, yang unit analisa dan unit eksplanasinya pada tingkatan yang sama.

2. Metode Penelitian

Metode Deskriptif-Analitis, Yaitu suatu analisis yang bertujuan mengambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang didasarkan atas beberapa kejadian dan masalah yang aktual, kemudian menganalisa untuk menginterprestasikan data yang diperoleh dengan pemecahan masalah, baik yang berlangsung maupun yang diperkirakan dimasa yang akan datang serta menginterprestasikan suatu fenomena akhir yang relevan. Metode ini tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dari masalah yang ingin dipecahkan.

3. Teknik Pengumpulan Data 

Didalam teknik pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta dalam rangka pembahasan laporan ini, maka peneliti memilih teknik penulisan melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas baik yang bersifat teori maupun empiris, yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti, yang mana sumber data ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, laporan-laporan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang dianggap relevan sebagai kajian penelitian yang tengah kita bahas.

F. Lokasi dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian


Penelitian akan mengambil lokasi pada beberapa instasi yang dianggap dapat memberikan informasi dan data, serta dapat mendukung terlaksananya penelitian ini, yaitu:

1. Perpustakaan FISIP UNPAS Bandung

 Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung

2. Centre For Strategic and Internasional Studies (CSIS) 

Jl. Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160

3. Kedutaan Besar Iran

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 110 Menteng, Jakarta Pusat

4. Kedutaan Besar Amerika Serikat 

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 4-5, Jakarta 10110

5. Perpustakaan Jurusan HI UNPAD Jatinangor Bandung

6. Perpustakaan Pusat Universitas Parahyangan Bandung

2. Lama Penelitian


Lamanya penelitian dilaksanakan selama enam bulan terhitung dari bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Desember 2006.
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